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Abstract 

This study aims at explaining the effort of the Government of East Java in terms of 
sugar management towards the implementation of ASEAN Economic Community 
(AEC). This study is based on the fact that the Government of East Java plays a 
significant role as East Java is Indonesia’s sugar centre. This country’s failure in 
meeting the need of sugar nationally results in Indonesia having to import sugar. Such 
condition causes imported sugar dominates nationally and shifts the domestic sugar. 
Hence, the role of the Government of East Java is needed due to the fact that if domestic 
sugar is no longer utilized optimally towards the implementation of AEC, the domestic 
sugar will be replaced which eventually affects the level of prosperity of the farmers as 
well as the domestic economical condition. 

Kata Kunci: ASEAN Economic Community (AEC), The Role of the Government of East 
Java, Sugar, Domestic Economy. 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 
merupakan sebuah bentuk integrasi 
ekonomi regional. Tujuan utama dari 
MEA ini adalah untuk menjadikan 
ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis 
produksi yang menciptakan arus barang, 
jasa, investasi, dan tenaga terampil yang 
bebas serta aliran modal yang lebih 
bebas (Kemendag 2017). MEA memiliki 
empat karateristik utama, yaitu pasar 
tunggal dan basis produksi, kawasan 
berdaya saing tinggi, kawasan dengan 
pembangunan ekonomi yang merata, 
dan kawasan yang terintegrasi dengan 
ekonomi global. Adapun mekanisme 
pencapaian pasar tunggal dan kesatuan 
basis produksi pada MEA melalui lima 
elemen, yaitu: (1) aliran bebas barang; 
(2) aliran bebas jasa; (3) aliran bebas 
investasi; (4) aliran bebas tenaga kerja 
terampil; dan (5) aliran lebih bebas arus 
modal (Kemendag 2017). Adanya 
prinsip yang dimiliki MEA ini membuat 
negara-negara kawasan ASEAN harus 
menurunkan hingga menghilangkan bea 

tarifnya. Keadaan seperti ini yang 
kemudian dapat menjadi ancaman 
sekaligus peluang bagi Indonesia untuk 
dapat mempertahankan produk 
domestiknya.  

Sebagai salah satu negara anggota 
ASEAN, Indonesia juga menyepakati 
adanya MEA. Dengan 
diimplementasikannya pasar tunggal 
ASEAN sejak 1 Januari 2015 lalu, 
tentunya telah memberikan dampak 
tersendiri bagi Indonesia. 
Membanjirnya produk impor di 
Indonesia secara tidak langsung dapat 
mempengaruhi perekonomian suatu 
negara. Ketahanan pangan, merupakan 
salah satu komoditi yang berpengaruh 
terhadap perekonomian suatu negara 
dan juga terkena dampak dari adanya 
perjanjian bebas. Dampak yang paling 
dirasakan oleh Indonesia adalah terkait 
dengan faktor ketahanan pangan, gula. 
Hal tersebut dikarenakan adanya 
ketidakseimbangan antara produksi dan 
konsumsi gula di Indonesia, sehingga 
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Indonesia masih membutuhkan gula 
impor untuk memenuhi kebutuhan 
nasionalnya.  

Di ASEAN sendiri, Indonesia dijadikan 
pangsa konsumen gula oleh negara-
negara ASEAN karena pada 
dasarnya Indonesia memiliki 
jumlah kepadatan penduduk 
yang tinggi. Oleh karenanya 
jika pemerintah tidak dapat 
memberdayakan gulanya 
dengan baik terhadap 
implementasi MEA ini maka 
gula domestik akan tergeser 
dengan gula impor. Jawa 
Timur, sebagai sentra gula di 
Indonesia memiliki peran 
yang sangat signifikan sebab 
selama ini Jawa Timur 
merupakan penyokong gula 
nasional dengan 
kontribusinya terhadap 
kebutuhan gula nasional rata-
rata sebanyak 43,87%. 

Untuk memahami peran 
pemerintah daerah, maka 
diperlukan suatu pendekatan 
baru yang menyatakan bahwa 
sub-state dapat menjadi agen. 
Karena pada dasarnya adanya 
suatu penyerahan wewenang 
antara Indonesia dengan Jawa Timur ini 
adalah sebuah bentuk dari 
desentralisasi.  Sebagai suatu negara 
kesatuan dengan karateristik kepulauan, 
Indonesia menganut asas desentralisasi 
sehingga pemerintah daerah diberikan 
kesempatan dan kewenangan untuk 
mengatur dan mengurus rumah 
tangganya sendiri (otonomi daerah). 
Desentralisasi merupakan penyerahan 
kewenangan dari pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah untuk 
mengurusi urusan rumah tangganya 
sendiri berdasarkan prakarsa dan 
aspirasi dari rakyatnya. Dengan 
memberikan peluang bagi masyarakat 
daerah untuk mengatur urusannya 
sendiri maka akan terjalin suatu 
hubungan yang dekat antara pemerintah 
pusat dan daerah sehingga 
pemerintahan yang efektif pun dapat 
tercapai sebab pemerintah lokal dapat 

langsung menangani segala kebutuhan 
yang diperlukan oleh masyarakatnya. 

Berbicara mengenai agen, terdapat 
seorang sosiolog Inggris bernama 
Anthony Giddens (1990) yang 

menyampaikan gagasannya 
melalui teori strukturasi. 
Fungsionalisme dan 
struktural cenderung untuk 
mengekspresikan sudut 
pandang naturalistik dan 
menuju objektivisme. 
Dengan kata lain, kedua 
teori ini berpandangan 
bahwa kehidupan sosial 
ditentukan oleh struktur 
sehingga gerak-gerak 
individu sangat bergantung 
pada struktur tersebut 
(Octaviano, 2014). Namun, 
sebaliknya, sosiologi 
interpretatif justru 
menekankan subyektivitas 
atau tindakan individual 
dengan merendahkan 
peran struktur. Giddens 
menyatakan bahwa 
pendekatan sosiologi 
interpretatif sebagai 
imperialisme subyek atas 
obyek, sedangkan, 
strukturalisme dan 

fungsionalisme disebut sebagai 
imperialisme obyek sosial (Giddens, 
2003). Sementara itu, Giddens menolak 
kedua pendekatan tersebut karena 
dianggapnya hanya menelaah ilmu 
sosial pada salah satu aspek saja yaitu 
dominasi subyek individu (agensi) 
dihadapkan pada dominasi totalitas 
masyarakat (struktur). Bagi Giddens, 
menelaah ilmu sosial adalah dengan 
menelaah pertemuan antara kedua 
kubu, yaitu agensi dan struktur yang 
terwujud dalam praktek-praktek sosial 
yang ditata menurut ruang dan waktu 
dan berlangsung secara berulang-ulang 
(Giddens 2003). Adanya integrasi antara 
agen dan struktur ini dijelaskan Giddens 
dalam konsep dualitas struktur bukan 
dualisme.  

Agen menurut Giddens adalah aktor 
yang berpengetahuan dan selalu 
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berusaha melakukan rasionalisasi atas 
tindakan-tindakannya melalui 
monitoring terhadap praktek sosial dan 
kondisi yang memungkinkan praktek 
sosial yang lazim dilakukan tersebut 
berlangsung (Octaviano 2014). 
Sedangkan, struktur dalam konsepsi 
Giddens hanya merupakan sebuah 
perwujudan melalui praktik-praktik 
tertentu dan sebagai jejak memori yang 
berorientasi pada perilaku manusia 
sebagai agen yang berpengetahuan yang 
kemudian ketika menciptakan sebuah 
jejak memori struktur ini akan menjadi 
sesuatu yang membatasi (constraint) 
tapi juga sekaligus memungkinkan 
(enabler) tindakan-tindakan yang akan 
dilakukan di kemudian hari. Oleh 
karenanya, struktur disini berperan 
sebagai medium sekaligus hasil dari 
praktik sosial yang berulang dan 
terorganisir (Octaviano 2014). 

Sebagai sentra gula di Indonesia, 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus 
memberikan perhatian khusus 
mengenai industri gulanya supaya Jawa 
Timur dapat meningkatkan 
produktivitas gulanya yang kemudian 
dapat memenuhi kekurangan kebutuhan 
nasional, karena pada dasarnya diantara 
negara-negara ASEAN lainnya, 
Indonesia bukanlah satu-satunya 
penghasil gula. Jika dilihat dari data 
luas areal panen tebu tahun 2009-2013 
diantara negara-negara anggota ASEAN, 
Thailand menempati urutan pertama 
sebagai negara yang memiliki luas areal 
tebu terbesar di kawasan Asia Tenggara 
dengan rata-rata luas sebesar 1.210.218 
ha dan berkontribusi sebesar 47,12% 
dari total luas panen tebu di ASEAN 
(Kementrian Pertanian 2016). Indonesia 
sendiri merupakan negara dengan luas 
areal lahan tebu terbesar kedua diantara 
negara-negara anggota ASEAN dengan 
berkontribusi mencapai 17,51% dari total 
luas panen tebu di kawasan ASEAN. 
Kemudian, negara-negara dengan 
luasan panen tebu terbesar di ASEAN 
selanjutnya adalah Filipina, Vietnam, 
dan Myanmar dengan kontribusinya 
masing-masing negara dalah 16,20%, 
11,32%, dan 6,06%. Jumlah penduduk 
Indonesia yang meningkat setiap 

tahunya berakibat pada peningkatan 
konsumsi gula masyarakat. Total 
konsumsi gula Indonesia mengalami 
peningkatan setiap tahunnya. 
Kebutuhan gula nasional yang terus 
meningkat tersebut telah menyebabkan 
terjadinya defisit produksi sehingga 
harus dipenuhi dengan impor. Impor 
gula di negara ASEAN sebagian berasal 
dari Thailand yang mampu memberikan 
harga lebih rendah 

Pada umumnya harga gula domestik 
cenderung berada jauh diatas harga 
internasional. Faktor utama yang 
menyebabkan adanya perbedaan 
tersebut adalah adanya kesenjangan 
antara produksi dan konsumsi yang 
besar dan adanya HPP gula petani yang 
tinggi dan terus meningkat karena biaya 
prokok produksi (BPP) gula petani yang 
tinggi, serta adanya tuntutan petani agar 
HPP tinggi (Litbang t.t.). Selain itu, 
setelah diberlakukannya MEA, tarif bea 
masuk pada komoditi gula yang 
termasuk dalam HS menjadi 5-10%, 
akumulasi bea tarif harga gula Thailand 
tersebut setelah dikenakan tarif 5% 
menjadi Rp 4.500 x 5/100 = 225, 
sehingga prediksi harga gula Thailand 
tersebut dapat menjadi Rp 4.725. Dan 
jika dikenakan tarif sebesar 10% bea 
tarif harga gula Thailand menjadi 450 
sehingga prediksi harga gula Thailand 
tersebut menjadi Rp 4.950. Namun 
harga tersebut masih jauh dibawah 
harga gula Indonesia yang rata-rata 
masih Rp 8.500/kg. Terlebih lagi, setiap 
tahunnya harga gula Indonesia selalu 
mengalami peningkatan. Pada Januari 
2017, harga gula pasir sudah mencapai 
Rp 14.010/kg (Kemendag, t,t.). 

Di dalam ASEAN sendiri terdapat 
adanya wadah yang mengatur mengenai 
perdagangan tersebut. Pada tahun 1992, 
di ASEAN pada mulanya diatur oleh 
AFTA (ASEAN Free Trade Area) 
dimana mekanisme utama didalam 
AFTA adalah CEPT (Common Effectibe 
Prefential Tariff Scheme) Agreement. 
Pada dasarnya terdapat tiga tujuan yang 
diharapkan dari adanya AFTA, 
diantaranya, (1) menjadikan kawasan 
ASEAN sebagai tempat produksi yang 
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kompetitif sehingga produk-produk 
ASEAN memiliki daya saing kuat di 
pasar global; (2) menarik lebih banyak 
lagi Foreign Direct Investment; (3) 
meningkatkan perdagangan antar 
anggota ASEAN (intra-ASEAN Trade) 
(Kemendag t,t). Pada 1 Januari 2003, 
produk pertanian kemudian 
dimasukkan ke dalam skema CEPT. Di 
dalam skema CEPT-AFTA terdapat 
empat ketentuan pokok yang 
merupakan inti dari kesepakatan AFTA, 
yaitu (1) ketentuan tentang penggunaan 
skema CEPT sebagai mekanisme utama 
dalam upaya penurunan tarif terhadap 
barang-barang yang berasal dari sesama 
negara ASEAN; (2) ketentuan tentang 
kewajiban untuk menghapuskan 
berbagai hambatan non tarif dalam 
aktifitas perdagangan intra-ASEAN; (3) 
ketentuan mengenai asal barang (rules 
of origin) yang berhak mendapat 
keistimewaan perlakuan seperti yang 
telah diatur dalam kesepakatan AFTA; 
(4) ketentuan tentang safeguard policy 
yang merupakan langkah-langkah 
darurat yang boleh diambil oleh suatu 
negara guna mengatasi suatu keadaan 
yang terjadi sebagai akibat dari 
pembentukan ASEAN Free Trade Area 
(Anonim t.t.).  Melalui adanya skema 
CEPT ini, kemudian dalam kurun waktu 
10 tahun dapat mewujudkan kawasan 
perdagangan bebas ASEAN yang telah 
diimplementasikan pada tahun 2003 
dengan sasaran tarif menjadi 0-5%.  

Di dalam CEPT terdapat adanya 
pembagian komoditas yang masih dapat 
dikenakan tarif dan beberapa komoditas 
yang tarif nya harus dihilangkan. 
Pertama, Inclusion List (IL) merupakan 
produk-produk yang harus disertai 
dengan tariff reduction schedule, tidak 
boleh ada quantitative restrictions 
(QRs), dan Non-Tariff Barriers (NTBs) 
lainnya harus dihapuskan dalam waktu 
lima tahun dimana pada tahun 2001, 
enam negara ASEAN telah mempunyai 
tarif 0-5% sebesar minimal 90% dari IL. 
Kedua, produk-produk yang termasuk 
dalam Temporary Exclusion List (TEL) 
sementara dibebaskan dari kewajiban 
penurunan tarif, penghapusan QRs dan 
bentuk NTBs yang lain dan secara 

bertahap harus dimasukkan dalam 
kategori IL. Produk dari Indonesia 
sendiri yang termasuk ke dalam kategori 
TEL, diantaranya bunga potong segar, 
bawang putih, buah apel, cengkeh, 
gandum, dan kedelai yang tarifnya 
sudah 0-5% kecuali bunga potong segar 
tarifnya 20% (Anonim t.t.). Ketiga, 
produk yang masuk ke dalam kategori 
Sensitive List (SL) adalah unprocessed 
agricultural products, misalnya beras, 
gula, daging, dan sebagainya. Indonesia 
sendiri memasukkan gula dan beras ke 
dalam High Sensitive List (Anonim t.t.). 
Keempat, adalah General Exception 
(GE) yang meliputi produk-produk yang 
secara permanen tidak perlu 
dimasukkan ke dalam skema CEPT 
karena alasan-alasan tertentu seperti 
keamanan nasional, untuk keselamatan 
umat manusia, hewan dan tumbuhan, 
serta untuk melestarikan objek-objek 
arkeologi, dan sebagainya.  Contoh 
produk yang termasuk dalam GE adalah 
senjata dan amunisi, narkotika, dan 
sebagainya. 

Pada pertemuan ke-21 AFTA Council 
pada tanggal 23 Agustus 2007, telah 
tercapai sebuah kemajuan yang 
signifikan mengenai implementasi Work 
Programme on Elimination of Non-
Tariff Barries (NTBs), serta untuk 
melakukan modifikasi dari AFTA agar 
menjadi lebih komprehensif. Kemudian, 
ditandatanganinya ASEAN Trade in 
Goods Agreement (ATIGA) pada 
pertemuan KTT ASEAN ke-14 pada 
tanggal 27 Februari 2009 di Cha-am, 
Thailand (Anonim t.t.). Kemudian, pada 
tahun 2009 ditandatanganinya ATIGA 
(ASEAN Trade in Goods Agreement) 
oleh Kepala Negara Delegasi ASEAN 
tidak lain adalah sebagai bentuk dari 
penyempurnaan AFTA. ATIGA dapat 
dikatakan sebagai bentuk dari 
penyempurnaan perjanjian ASEAN 
dalam perdagangan barang secara 
komprehensif dan integratif yang 
disesuaikan dengan kesepakatan 
blueprint AEC terkait dengan arus 
barang yang merupakan bagian dari 
salah satu elemen pembentuk pasar 
tunggal dan basis produksi regional. Di 
dalam ATIGA terdapat sebuah aturan 
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khusus mengenai pengurangan atau 
penghapusan tarif dan hambatan non 
tarif internal ASEAN. ATIGA 
menegaskan kembali kesepakatan yang 
telah dicapai sebelumnya, yakni 
penghapusan seluruh tarif atas produk 
dalam kategori Inclusion List (IL) pada 
Januari 2010 bagi ASEAN-6 dan pada 
2015 sampai dengan 2018 bagi ASEAN-
4 yang meliputi Kamboja, Laos, 
Myanmar, dan Vietnam) serta adanya 
penghapusan hambatan non tarif pada 1 
Januari 2010 bagi ASEAN-5 dan 1 
Januari 2012 bagi Filipina dan yang 
terakhir pada tahun 2015 bagi negara-
negara CLMV (Antoni t.t.). 

ATIGA yang dikatakan sebagai bentuk 
penyempurnaan dari AFTA tersebut 
membuat ATIGA memiliki mekanisme 
perjanjian perdagangan yang lebih rinci 
dari perjanjian perdagangan 
sebelumnya. Hal tersebut dapat terlihat 
dari dimilikinya 11 bab yang berisi dari 
98 pasal yang mengatur mekanisme 
perdagangan dengan terperinci dan 
sistematis. Dari kesebelas bab tersebut 
membahas antara lain, (1) ketentuan 
umum yang berisi 18 pasal; (2) 
liberalisasi tarif yang berisi 6 pasal; (3) 
rules of origin, yang berisi 15 pasal; (4) 
tindakan non tarif yang berisi 5 pasal; 
(5) fasilitas perdagangan yang berisi (6 
pasal; (6) custom, yang berisi 20 pasal; 
(7) standar, peraturan teknis dan tata 
kesesuaian penilaian yang berisi 8 pasal; 
(8) sanitary dan phytosanitary yang 
berisi 7 pasal; (9) trade remedy yang 
berisi 2 pasal; (10) kelembagaan yang 
berisi 3 pasal; dan yang terakhir (11) 
Ketentuan penutup yang terdiri dari 3 
pasal (ASEAN t.t.). Tujuan dari adanya 
ATIGA adalah untuk memperlancar arus 
barang melalui kemudahan fasilitasi 
perdagangan barang untuk mewujudkan 
pasar tunggal dan basis produksi di 
ASEAN (Kemendag t.t.). 

Di dalam ATIGA sendiri, gula dan beras 
merupakan suatu komoditas yang 
mendapatkan perlakuan khusus. Hal 
tersebut terbukti dari adanya pasal 24 
yang terdapat di dalam ATIGA yang 
menjelaskan mengenai adanya 
mekanisme penyelesaian untuk produk-

produk sensitif seperti gula dan beras 
yang termasuk didalamnya.  Adanya 
perlakuan khusus terhadap beras dan 
gula tersebut diadopsi dari Protocol to 
Provide Special Consideration for Rice 
and Sugar. Pada artikel 3 didalam 
Protocol to Provide Special 
Consideration for Rice and Sugar, 
dijelaskan mengenai adanya prosedur 
untuk pengabaian terkait dengan 
liberalisasi pada produk maka negara 
yang terkena dampak harus mengajukan 
submission kepada Dewan AFTA 90 hari 
sebelum pengabaian dibuat. Dalam 
submission tersebut, terkandung 
didalamnya beberapa pokok, 
diantaranya produk atau daftar produk 
yang sesuai dengan ASEAN Harmonized 
Tariff (AHTN), pembenaran untuk 
permintaan, menyertakan statistik 
impor selama tiga tahun terakhir dari 
negara asal yang melakukan 
pelanggaran, dan adanya modalitas 
indikatif untuk penurunan tarif 
(Kemendag t.t.). Kemudian, adanya 
berkas-berkas tersebut akan diberikan 
kepada CEPT Scheme for AFTA (CCCA) 
untuk diperiksa kembali dan dilakukan 
investigasi 30 hari sejak tanggal 
diterimanya dari Dewan AFTA. 
Kemudian, berkas dan hasil temuan 
CCCA akan diserahkan pada ASEAN 
Secretariat to the Senior Economic 
Officials Meeting (SEOM) dan akan 
dianalisis kembali selama 30 hari sejak 
diterima dari CCCA. Terakhir, hasil dari 
SEOM akan diserahkan kembali pada 
Dewan AFTA dan jika hasi analisis 
terbukti terdapat temuan sesuai dengan 
apa yang dilaporkan negara terdampak 
maka tindakan pengabaian dapat 
diberlakukan (ASEAN t.t.). 

Berdasarkan data dari ASEAN 
Secretariat, pada tahun 2015, 99,20% 
dari keseluruhan tarif di negara ASEAN-
6 sudah menerapkan bebas bea masuk 
dengan sisanya sebesar 0,35% masuk ke 
dalam kategori High Sensitive List dan 
0,45% masuk ke dalam kategori General 
Exclusion List (GEL) (Kemendag t.t.). 
Sedangkan, di Indonesia sendiri, 98,74% 
dari keseluruhan pos tarif sebanyak 
10,012 produk sudah tidak dikenakan 
bea masuk sementara untuk sisanya 
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sebesar 0,17% atau sebanyak 113 produk 
masih dikenakan bea masuk seperti gula 
yang dikenakan sebanyak 5-10% , beras 
premium sebesar 25%, dan 0,96% atau 
sebanyak 96 produk masuk ke dalam 
kategori GEL seperti minuman alksohol 
dan senjata api (Kemendag t.t.). 
Sementara untuk negara-negara CLMV 
(Kamboja, Laos, Myanmar, dan 
Vietnam) diberikan fleksibiltas untuk 
melakukan liberalisasi tarif sampai pada 
tahun 2018. 

Berbicara mengenai liberalisasi barang, 
pada dasarnya terdapat tindakan 
pengamanan yang dilakukan oleh suatu 
negara apabila terdapat lonjakan produk 
impor di suatu negara sehingga 
mempengaruhi perekonomian suatu 
negara, yaitu mekanisme safeguard. 
Mekanisme safeguard ini pada dasarnya 
telah diusung sejak terbentuknya World 
Trade Organization (WTO), sehingga 
pada kesepakatan-kesepakatan 
perdagangan bebas berikutnya prinsip 
dari WTO ini sering diimplementasikan 
pula untuk mengamankan produk suatu 
negara. 

Mekanisme safeguard sendiri 
merupakan suatu kondisi disaat negara 
diijinkan untuk mengambil tindakan 
pengamanan perdagangan (safeguard) 
dalam upaya untuk melindungi 
produsen dalam negerinya yang 
mengalami kerugian disebabkan oleh 
tingginya angka impor (Kemendag t.t.). 
Namun, sebelum kebijakan safeguard 
ini dilakukan, terdapat adanya suatu 
penyidikan wajib oleh suatu negara 
untuk membuktikan bahwa lonjakan 
impor merupakan penyebab kerugian 
produsen dalam negeri (Kemendag t.t.). 
Biasanya, mekanisme safeguard ini 
diberlakukan oleh negara berkembang. 
Artinya, negara berkembang 
mendapatkan perlakuan khusus. 
Misalnya, adanya perlakuan yang 
berbeda mengenai perhitungan 
safeguard yang disebut dengan special 
and differential treatment dalam hal 
pengecualian de minimis volume impor 
(Kemendag t.t.). Adanya mekanisme 
safeguard pada negara berkembang ini 
tidak lain adalah untuk menghargai 

perhitungan mereka masing-masing, 
misalnya dengan mengecualikan durasi 
perpanjangan. Dalam pemberlakuan 
mekanisme safeguard, negara-negara 
berkembang dapat memperpanjang 
kebijakan safeguard selama dua tahun 
ekstra dari durasi normal yang diijinkan. 
Kemudian, aturan-aturan untuk 
melaksanakan safeguard pun 
diberlakukan secara fleksibel, seperti 
tidak diterapkannya periode minimum.  

Dasar dari adanya mekanisme 
safeguard ini mengacu pada pasal XIX 
GATT 1994, yang terdapat dalam pasal 
ke-86 di dalam ATIGA. Dalam 
mekanisme safeguard dalam ATIGA 
terdapat 14 pasal yang mengatur 
bagaimana syarat kenaikan impor dan 
pengimplementasian safeguard dalam 
suatu negara. Agreement on Safeguard 
tersebut diatur dalam 14 pasal (WTO 
t.t.). Pertama, ketentuan umum 
mengenai bagaimana mekanisme 
safeguard dilakukan. Kedua, kondisi 
yang berarti bahwa negara-negara dapat 
menggunakan mekanisme safeguard 
untuk mencegah dan memperbaiki 
suatu keadaan tertentu yang disebabkan 
oleh tingginya tingkat impor suatu 
produk yang disertai dengan adanya 
persaingan produk yang kompetitif. 
Ketiga, investigasi. Dilakukannya suatu 
investigasi yang serius berguna untuk 
menghindari adanya harga pada suatu 
produk yang dapat dicurigai melakukan 
dumping. Keempat, penentuan kerugian 
serius yang berarti adanya gangguan 
keseluruhan secara signifikan terkait 
posisi industri dalam negeri yang 
berdasarkan atas fakta. Kelima, 
penerapan safeguard. Keenam, 
tindakan pengamanan sementara. Pada 
pasal ke-6 ini dijelaskan mengenai 
apabila suatu negara mengajukan 
safeguard pada produk tertentu maka 
produk tersebut akan diamankan 
sementara untuk diselidiki lebih lanjut. 
Ketujuh, durasi dan ulasan tindakan. 
Adanya pengimplementasian 
mekanisme safeguard hanya boleh 
dilakukan dalam jangka waktu 
maksimal 4 tahun. Dan adanya 
perpanjangan waktu hanya boleh 
dilakukan untuk mencegah adanya 
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kerugian serius terkait sebuah produk 
dan negara pengguna safeguard harus 
dapat menyertakan bukti dari periode 
sebelumnya. Kedelapan, tingkat 
kompensasi dan kewajiban lain. Hal ini 
dinilai penting karena apabila sebuah 
negara memberlakukan adanya 
safeguard, maka negara tersebut 
membatasi impor yang masuk sehingga 
dapat memicu tindakan pembalasan di 
kemudian hari. Untuk menghindari hal 
tersebut, negara pengimpor harus 
memberikan sebuah kompensasi kepada 
negara yang terkena dampak safeguard. 
Pemberian adanya kompensasi terhadap 
negara terdampak safeguard akan 
membuktikan bahwa dalam 
pengimplementasian mekanisme 
safeguard yang pada dasarnya tidak 
mengandung unsur ketidakadilan pada 
perdagangan (WTO t.t.). Kesembilan, 
anggota negara berkembang. Dengan 
mengacu pada pasal XIX dari GATT 
1994 dimana diberikannya suatu bentuk 
keringanan pada negara-negara 
berkembang yang meratifikasi adanya 
Agreement on Safeguard. Oleh karena 
itu, pada pasal ke-9 ayat 1 tersebut 
dijelaskan bahwa tidak diperkenankan 
adanya tuduhan yang dikenakan pada 
produk yang berasal dari negara 
berkembang jika negara tersebut hanya 
memiliki kurang dari 3% pangsa impor 
dari negara pemohon (WTO t.t.). Hal ini 
bukan termasuk ke dalam suatu 
kegiatan perdagangan yang tidak adil, 
melainkan bertujuan agar produk-
produk dari negara berkembang dapat 
masuk dan menyesuaikan dirinya ke 
dalam negara-negara maju. Namun, 
pada pasal 9 ayat 2 dijelaskan mengenai 
adanya tambahan bahwasannya negara 
berkembang memiliki kesempatan 
untuk memperpanjang periode 
penerapan tindakan safeguard untuk 
jangka waktu 2 tahun di luar periode 
maksimum atau 4 tahun (WTO t.t.). 
Adanya jangka waktu yang lebih ini 
diharapkan negara berkembang dapat 
lebih siap dari negara maju lainnya. 
Kesepuluh, tindakan pra pasal XIX. 
Kesebelas, larangan dan penghapusan 
tindakan tertentu. Keduabelas, 
pemberitahuan dan konsultasi. 

Ketigabelas, surveillance. terakhir, 
adalah penyelesaian sengketa. 

Pada salah satu mekanisme safeguard 
terdapat adanya Agreement on 
Agriculture yang bertujuan untuk 
membangun sistem perdagangan 
pertanian yang adil dan berorientasi 
pasar dan bahwa proses reformasi harus 
dimulai melalui negosiasi komitmen 
pada dukungan dan perlindungan serta 
pembentukan yang lebih kuat (WTO 
t.t.). Adanya sistem perdagangan 
pertanian yang adil yang dimaksudkan 
disini adalah setiap negara anggota tidak 
lain menerapkan adanya hambatan tarif 
dan non tarif dalam peraturan 
perdagangannya. Ttujuan dari hal ini 
adalah untuk mendorong negara 
anggota untuk menghapuskan adanya 
hambatan tarif secara bertahap sehingga 
produk dalam suatu negara dapat 
diterima secara lancar oleh negara lain 
dan adanya pasar bebas pun dapat 
diimplementasikan dengan baik. Dalam 
jangka panjang, perjanjian ini bertujuan 
supaya terdapat pengurangan hambatan 
yang substansial dalam mendukung 
pertanian dan memberikan 
perlindungan berkelanjutan pada 
periode tertentu sehingga hal tersebut 
nantinya dapat mengevaluasi, mencegah 
pembatasan maupun mencegah adanya 
distorsi yang terjadi dalam pasar 
pertanian dunia (WTO t.t.). 

Setelah melihat bagaimana tata kelola 
gula di dalam ASEAN yang diatur 
dibawah ATIGA, setelah itu adalah 
melihat bagaimana kebijakan gula 
secara nasional sehingga pemerintah 
daerah dapat menunjukkan pada celah 
kosong yang tidak dibuat oleh 
pemerintah pusat. Pada dasarnya 
pemerintah telah membuat kebijakan 
yang menjadi landasan hukum bagi 
pemerintah daerah untuk melakukan 
wewenangnya. Namun, terkadang 
kebijakan dari pemerintah pusat 
tersebut tidak dapat mengatasi 
permasalahan hingga level lokal. Oleh 
karenanya dibutuhkan peran dari 
pemerintah daerah untuk dapat 
mengalokasi aspirasi masyarakat 
sehingga kebutuhan masyarakat dapat 
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segera terpenuhi dengan adanya peran 
dari pemerintah daerah. Secara garis 
besar, prinsip dari desentralisasi ini 
telah diatur dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 
2004 yang juga terkandung aturan 
mengenai hak dan kewajiban dari 
pemerintah daerah secara jelas. Hak dan 
kewajiban dari pemerintah 
daerah tersebut pada 
dasarnya diharapkan dapat 
mempercepat terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat 
melalui peningkatan, 
pelayanan, pemberdayaan, 
dan peran serta masyarakat 
serta peningkatan daya saing 
daerah dengan tidak lupa 
menyertakan aspek 
demokrasi, pemerataan, 
keadilan, keistimewaan dan 
kekhususan suatu daerah 
dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik 
Indonesia (UU RI 2004). 

Fenomena yang dibahas 
dalam pembahasan kali ini adalah 
mengenai tata kelola gula di Indonesia. 
Seiring dengan bertambahnya jumlah 
penduduk di Indonesia membuat 
ketahanan pangan menjadi fokus 
penting pemerintah. Ketahanan pangan 
menjadi suatu hal yang esensial bagi 
suatu negara. Karena, apabila suatu 
negara tidak mampu untuk memenuhi 
kebutuhan nasionalnya, maka negara 
tersebut akan cenderung memiliki 
ketergantungan dengan negara lainnya 
demi memenuhi kebutuhan pangannya. 
Indonesia mempunyai Undang-Undang 
yang mengatur mengenai ketahanan 
pangan yang kemudian dijadikan suatu 
landasan hukum, UU No. 18 Tahun 2012 
yang menjelaskan tentang pemenuhan 
konsumsi pangan harus mengutamakan 
produksi dalam negeri dengan 
memanfaatkan sumber daya dan 
kearifan lokal (Kementrian Koordinator 
Bidang Pertanian t.t.). 

Berdasarkan landasan hukum tersebut, 
gula yang merupakan salah satu 
komoditas dari ketahanan pangan 
tentunya juga menjadi salah satu fokus 

dari pemerintah. Untuk dapat 
mengembangkan industri gula di 
Indonesia, diperlukan adanya kerjasama 
antara pemerintah pusat dengan 
pemerintah daerah. Walaupun pada 
dasarnya pemerintah pusat telah 
mengeluarkan kebijakan mengenai tata 
kelola gula di Indonesia, tetapi dalam 

situasi tertentu, kebijakan 
tersebut tidak mampu 
mengatasi persoalan sampai 
pada level lokal. Oleh karena 
itu, pemerintah pusat 
memberikan wewenang pada 
pemerintah daerah untuk 
dapat mengelola dan 
mengembangkan gula di 
daerahnya masing-masing 
dengan tujuan akhirnya 
adalah untuk dapat 
melindungi kepentingan 
domestik. Seperti halnya di 
Indonesia, dalam rangka 
mengembangkan dan 
melindungi gula domestik 
terhadap implementasi 
MEA, pemerintah pusat 

membagi tugas kepada pemerintah 
daerah untuk lebih mengembangkan 
industri gulanya masing-masing 
sehingga kebutuhan gula nasional pun 
terpenuhi dan Indonesia tidak perlu 
untuk mengimpor gula dalam 
memenuhi kebutuhan gula nasionalnya. 

Kemudian, di dalam komoditas gula 
sendiri pada dasarnya yang menjadi 
permasalahan utama adalah kualitas 
rendemen yang rendah. Adanya kualitas 
rendemen yang rendah tersebut 
membuat pemerintah mengeluarkan 
kebijakan untuk mengimpor gula 
mentah (raw sugar) tanpa bea masuk 
agar pabrik-pabrik yang ada di 
Indonesia juga dapat menjalankan 
fungsinya sebagaimana mestinya. 
Namun, dampak dari adanya kebijakan 
tersebut adalah jatuhnya harga gula 
dalam negeri, hal tersebut tidak lain 
dikarenakan gula domestik yang kalah 
saing dengan gula impor, serta adanya 
kebocoran pemasaran gula mentah di 
pasaran padahal seharusnya gula 
mentah hanya diperbolehkan untuk 
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kegiatan bahan baku industri makanan 
dan minuman (Nugrayasa 2016). 

Salah satu langkah untuk mengamankan 
harga gula dalam negeri serta 
melindungi kepentingan petani tebu, 
Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
mengeluarkan adanya peraturan 
mengenai Tata Niaga Impor Gula yang 
tertuang dalam surat keputusan Nomor 
643/MPP/Kep/9/2002 (Kementrian 
Perindustian t.t.). Adanya peraturan ini 
selain untuk mengamankan harga gula 
dalam negeri juga untuk melindungi 
kepentingan petani tebu. Keputusan 
Nomor 643/MPP/Kep/9/2002 tersebut 
memuat pasal-pasal terkait dengan jenis 
gula yang boleh diimpor, siapa yang 
mempunyai izin resmi mengimpor, 
waktu pengiriman gula, dan lain 
sebagainya. 

Pasal 1 dijelaskan mengenai jenis gula 
yang dapat diimpor yaitu Gula Kristal 
Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar), yakni 
gula yang dipergunakan sebagai bahan 
baku proses produksi yang termasuk 
dalam Pos Tarif/HS. 1701.11.00.00 dan 
1701.12.00.00. Kemudian, Gula Kristal 
Rafinasi (Refined Sugar), yakni Gula 
yang dipergunakan sebagai bahan baku 
proses produksi yang termasuk dalam 
Pos Tarif/HS. 1701.99.11.00 dan 
1701.99.19.00. Gula Kristal Putih 
(Plantation White Sugar), yakni Gula 
yang dapat dikonsumsi langsung tanpa 
proses lebih lanjut yang termasuk dalam 
Pos Tarif/HS 1701.91.00.00 dan 
1701.99.90.00 (Kemendag t.t.). 
Sebagaimana terlihat pada Pasal 2 poin 
(1) bahwasannya gula kristal mentah 
dan gula kristal rafinasi hanya dapat 
diimpor oleh perusahaan yang telah 
mendapat pengakuan sebagai importir 
Produsen Gula yang disebut dengan IP 
Gula; (2) bahwa pengakuan sebagai IP 
Gula yang dimaksud antara lain tentang 
waktu pengapalan, jumlah dan jenis 
Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (raw 
sugar) dan Gula Kristal Rafinasi 
(refined sugar) yang dapat diimpor 
(Kemendag t.t.); (3) dijelaskan 
bahwasannya IP Gula yang dimaksut 
dalam poin (1) hanya dipergunakan 
sebagai bahan baku untuk proses 

produksi dari industri yang dimiliki oleh 
IP Gula dan dilarang diperjualbelikan 
maupun dipindahtangankan (Kemendag 
t.t.). 

Kemudian mengenai waktu pengiriman, 
tertulis juga dalam Pasal 6 pada ayat 1 
poin (a) bahwasannya setiap perusahaan 
yang telah memperoleh pengakuan 
sebagai IP Gula wajib menyampaikan 
laporan tertulis kepada Direktur 
Jenderal cq. Direktur Impor, 
Department Perindustrian dan 
Perdagangan setiap bulan tentang 
pelaksanaan importasi Gula Kristal 
Mentah/Gula Kasar (raw sugar) dan 
Gula Kristal Rafinasi (refined sugar) 
paling lambat pada tanggal 15 bulan 
berikutnya dari setiap bulan 
pelaksanaan importasi (Kemendag t.t.). 
Jika Pengakuan IP Gula tidak 
melaksanakan kewajiban 
menyampaikan laporan tertulis 
sebanyak dua kali, maka IP Gula 
tersebut akan dibekukan.  

Peraturan lainnya yang terdapat pada 
surat keputusan tersebut adalah bahwa 
impor gula akan diizinkan bila harga 
gula di tingkat petani mencapai minimal 
Rp 3.100/kg (Kemendag t.t.). Adanya 
surat keputusan ini diharapkan mampu 
meningkatkan harga di dalam negeri 
sehingga dapat memperbaiki 
pendapatan produsen. Surat keputusan 
tersebut kemudian direvisi dengan 
Keputusan Menteri Perindustrian dan 
Perdagangan Nomor 527/MPP/9/2004 
tentang Ketentuan Impor Gula dengan 
merubah harga gula ditingkat petani 
sebesar Rp 3.410/kg. Revisi pada 
peraturan ini juga dengan 
menambahkan persyaratan impor GKP 
lainnya yaitu bahwa impor hanya dapat 
dilaksanakan apabila produksi dan atau 
persediaan GKP di dalam negeri tidak 
mencukupi kebutuhan dan 
pelaksanaannya diluar masa satu bulan 
sebelum musim giling tebu rakyat, dan 
dua bulan setelah musim giling tebu 
rakyat (Kemendag t.t.). Selanjutnya, 
seiring berjalannya waktu dan 
meningkatnya biaya sarana produksi 
pertanian, penetapan harga gula di 
tingkat petani terus direvisi dengan 
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beberapa peraturan. Revisi terakhir 
terdapat dalam Peraturan Permendag 
Nomor 45/M-DAG/PER/8/2014 tanggal 
7 Agustus 2014 yang menetapkan harga 
patokan petani berjumlah sebesar Rp 
8.500 (Kemendag t.t.). 

Namun, pada tahun 2006, terdapat 
adanya aturan mengenai pembebasan 
bea masuk atas impor gula mentah yang 
tertuang dalam Keputusan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor 
240/KMK.010/2006 yang menjelaskan 
bahwa dalam rangka mendorong 
industri gula rafinasi di dalam negeri 
maka diperlukan adanya 
suatu pembebasan bea 
masuk atas impor gula 
mentah oleh industri 
gula rafinasi (Kepmekeu 
2006). 

Kemudian, dalam rangka 
meningkatkan kualitas 
gula rafinasi di 
Indonesia, teradapat 
adanya Peraturan 
Menteri Perindustrian 
Republik Indonesia 
Nomor 83/M-
IND/Per/11/2008 
mengenai Pemberlakuan 
Standar Nasional 
Indonesia (SNI) Gula 
Kristal Rafinasi Secara 
Wajib. Peraturan yang berisi 13 pasal 
tersebut pada dasarnya bertujuan untuk 
mendukung program peningkatan mutu 
Gula Kristal Rafinasi, memberikan 
kemudahan dalam pengadaan pasokan, 
menciptakan persaingan usaha yang 
sehat, serta memberikan perlindungan 
kepada konsumen melalui 
pemberlakuan SNI secara wajib 
(Permen 2008). 

Selanjutnya, untuk memaksimalkan 
kerangka desentralisasi yang diterapkan 
di Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur mencoba untuk memaksimalkan 
upayanya dalam meningkatkan 
produktivitas gula di Jawa Timur. Salah 
satu langkah yang diambil oleh 
Pemerintah Jawa Timur adalah dengan 
dikeluarkannya Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Timur Nomor 17 Tahun 
2012 mengenai Peningkatan Rendemen 
dan Hablur Tanaman Tebu (Siswanto 
2016).  Adanya Peraturan Daerah 
tersebut adalah untuk mempercepat 
terwujudnya peningkatan produktivitas 
tanaman tebu yang optimal mengingat 
tebu merupakan bahan baku industri 
gula yang berguna dalam mewujudkan 
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat 
(PemdaJatim 2012). Terlebih lagi, 
dalam Pasal 3 juga dijelaskan mengenai 
adanya peningkatan rendemen dan 
hablur tanaman tebu yang bertujuan 
untuk a) mendukung swasembada gula 

nasional di Jawa Timur; b) 
meningkatkan produktivitas 
tanaman tebu; c) menurunkan 
harga pokok produksi dan d) 
meningkatkan pendapatan 
kesejahteraan petani tebu 
masyarakat yang seimbang, 
serasi, dan berkeadilan 
(PemdaJatim 2012). Adapun 
hasil yang diharapakan dengan 
adanya Peraturan Daerah 
tersebut adalah produksi gula 
Jawa Timur mampu mencapai 
target sebanyak 1000 kwintal 
dengan rendemen 10 (Siswanto 
2016). 

Selain itu, mengingat derasnya 
produk impor yang masuk, 
Pemerintah Jawa Timur 

berupaya untuk melakukan proteksi 
terhadap produk domestiknya dengan 
mengeluarkan Peraturan Gubernur 
Nomor 2 Tahun 2013 (Ritniangsih 
2017). Tujuan utama dari adanya 
Peraturan Gubernur tersebut adalah 
untuk menjaga stabilitas harga 
komoditas lokal yang akan berdampak 
pada meningkatnya kesejahteraan 
petani serta untuk perlindungan 
terhadap domestik (Pergub 2013). 
Dalam Peraturan Gubernur tersebut 
dijelaskan mengenai adanya persyaratan 
bagi gula impor yang masuk di Jawa 
Timur wajib untuk mendapatkan izin 
bongkar dari Gubernur Jawa Timur 
sebelum meloloskannya. Produk impor 
yang masuk di wilayah Jawa Timur pun 
harus memenuhi kriteria seperti 
keamanan pangan, ketersediaan sasaran 
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produksi dan konsumsi produk, 
persyaratan kemasan dan pelabelan, 
standar mutu serta ketentuan keamanan 
dan perlindungan terhadap kesehatan 
manusia, hewan, tumbuhan, dan 
lingkungan (Pergub 2013). Setelah 
perusahaan memperhatikan kriteria 
produk impor yang masuk tersebut, 
setelah itu perusahaan yang melakukan 
importasi di wilayah Jawa Timur wajib 
menyampaikan surat pernyataan 
keterangan distribusi produk impor 
kepada Gubernur melalui Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan 
selambat-lambatnya dua hari setelah 
tanggal surat Persetujuan Pengeluaran 
Barang (SPBB) yang dikeluarkan oleh 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 
Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung 
Perak. Terlebih lagi, khusus untuk 
komoditi strategis beras dan gula juga 
diwajibkan untuk dilengkapi dengan 
Surat Izin Bongkar dari Gubernur 
(Pergub 2013). 

Kemudian, setelah mendapatkan izin 
bongkar dari Gubernur Jawa Timur, 
produk tersebut juga tidak dapat 
dibongkar saat itu juga melainkan 
terdapat waktu-waktu khusus mengenai 
pembongkaran produk impor. Produk-
produk impor tidak diperkenankan 
untuk dibuka pada tiga waktu yaitu di 
luar musim giling, satu bulan sebelum 
musim giling, dan dua bulan setelah 
musim giling (Ritniangsih 2017).  
Sementara itu, mengenai berapa persen 
kuota produk impor yang boleh masuk 
ke daerah tersebut hanya dapat 
ditetapkan oleh pusat. Kemudian, 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga 
mengeluarkan Peraturan Gubernur 
Jawa Timur Nomor 114 Tahun 2010. 
Tujuan dari adanya peraturan tersebut 
adalah untuk melindungi petani tebu 
dan industri gula di Jawa Timur dan 
agar tidak menganggu pemasaran gula 
kristal putih produksi Pabrik Gula di 
Jawa Timur, oleh karena itu diperlukan 
penetapan larangan peredaran gula 
rafinasi dan gula kristal mental di 
pasaran umum wilayah Jawa Timur 
(Pergub 2010).  

Kesimpulan 

Diimplementasikannya MEA pada 1 
Januari 2015 lalu tentunya telah 
memberikan dampak pada negara-
negara yang ikut dalam kesepakatan 
tersebut. Pada dasarnya, prinsip dari 
adanya MEA adalah membuat negara-
negara terkait untuk menurunkan 
hingga menghilangkan hambatan tarif 
hingga dapat tercapai sebuah pasar 
tunggal dan basis produksi yang 
didalamnya terdapat bebas barang, jasa, 
investasi, dan terampil. Dalam MEA 
sendiri terdapat adanya suatu perjanjian 
yang mengatur mengenai perdagangan 
barang yaitu ATIGA. ATIGA ini dapat 
dikatakan sebagai suatu bentuk 
penyempurnaan atau kodifikasi dari 
AFTA yang didalamnya terkandung 
aturan-aturan yang lebih rinci terkait 
liberalisasi tarif.  

Gula merupakan salah satu komoditi 
yang terancam di Indonesia akibat dari 
adanya perjanjian bebas, sehingga, 
muncul ketidakseimbangan antara 
faktor produksi dan konsumsi yang lalu 
membuat pemerintah setiap tahunnya 
harus mengimpor gula untuk memenuhi 
kebutuhan gula nasionalnya. Indonesia 
memiliki sentra gula yang terdapat di 
wilayah Jawa Timur. Jawa Timur 
dikatakan sebagai sentra gula di 
Indonesia sebab Jawa Timur memiliki 
luas areal lahan tebu yang terluas di 
Indonesia. Selain itu, Jawa Timur juga 
merupakan penyokong gula nasional. 
Oleh karenanya, jika gula domestik tidak 
diberdayakan dengan adanya MEA, 
maka akan menggeser gula domestik 
sehingga perekonomian di Jawa Timur 
pun juga dapat berpengaruh mengingat 
gula merupakan komoditas unggulan 
Jawa Timur.  

Melihat peran pentingnya di Indonesia, 
pemerintah Jawa Timur pun tidak 
tinggal diam. Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur mencoba untuk mempertahankan 
produk domestiknya sekaligus berupaya 
untuk meningkatkan produktivitas gula 
nya. Dengan adanya sistem 
desentralisasi di Indonesia, Pemerintah 
Jawa Timur mencoba untuk 
memaksimalkan kerangka tersebut 
dengan menggunakan hak yang 
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dimilikinya sebagai pemerintah daerah 
untuk menjaga dan mengembangkan 
produk domestiknya.  

 

. 
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